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Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU 

SDA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan. 

Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Kebijakan Pemerintah 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal Petunjuk Teknis Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan 

Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 20 Januari 2012.  

Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-

II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 35/PUU-X/2012 

tanggal 16 Mei 2013. 

Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 
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